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Penelitian berjudul “tanggung gugat notaris atas tidak dibayarnya uang pelepasan 
hak ke kas Negara”, dengan membahas permasalahan wewenang notaris membuat 
akta pelepasan hak atas tanah dan permohonan hak atas tanah dan apakah notaris 
bertanggung gugat atas tidak dibayarnya BPHTB dan uang ke Kas Negara 
sehingga merugikan klien. 
1) PT Pegadaian (Persero) merupakan perusahaan milik negara, meskipun 
demikian tidak memenuhi persyaratan sebagai pemegang hak milik atas tanah, 
karena itu ketika membutuhkan bidang tanah dengan status hak milik 
dilakukan melalui pemelapasan hak. 
2) Pelepasan hak aktanya dibuat di hadapan notaris bukan PPAT. Kewenangan 
notaris membuat akta pelepasan hak didasarkan atas ketentuan pasal 15 ayat 
(1) jo pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN-Perubahan. 
3) PT Pegadaian (Persero) selaku penerima hak mempunyai hak mengajukan 
permohonan tanah dengan status HGB, dengan kewajiban membayar BPHTP 
dan uang pemasukan ke kas negara sesuai dengan pasal 103 Permenagraria No. 
9 Tahun 1999. 
4) Mengurus permohonan hak dan membayar uang ke kas negara untuk dan atas 
nama klien tidak terkait dengan kewenangan notaris. Adanya kerugian yang 
diderita oleh klien atau pemohon hak karena tidak dibayarnya uang pemasukan 
ke kas negara, maka notaris bertanggung gugat atas kerugian yang timbul atas 




Penelitian berjudul “tanggung gugat notaris atas tidak dibayarnya uang pelepasan 
hak ke kas Negara”, dengan membahas permasalahan wewenang notaris membuat 
akta pelepasan hak atas tanah dan permohonan hak atas tanah dan apakah notaris 
bertanggung gugat atas tidak dibayarnya BPHTB dan uang ke Kas Negara 
sehingga merugikan klien. Penelitian menggunakan pendekatan peraturan 
perundang-undangan dan pendekatan kasus, diperoleh suatu kesimpulan sebagai 
berikut: Wewenang notaris membuat akta pelepasan hak atas tanah dan 
permohonan hak atas tanah, bahwa pelepasan hak atas tanah dilaksanakan apabila 
subyek yang memerlukan tanah tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemegang 
hak atas tanah yang diperlukan sehingga tidak dapat diperoleh dengan jual beli 
dan pemegang hak atas tanah bersedia untuk melepaskan hak atas tanahnya. Akta 
pelepasan hak tidak dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan di hadapan 
PPAT, melainkan dibuat di hadapan notaris mempunyai wewenang membuat akta 
pelepasan hak atas tanah termasuk kewenangan membuat akta otentik. Notaris 
bertanggung gugat atas tidak dibayarnya BPHTB dan uang ke Kas Negara 
sehingga merugikan klien, bahwa notaris yang menerima pembayaran BPHTB 
akibat pembuatan akta pelepasan hak atas tanah, sebagai bagian dari 
wewenanagnya, namun jika notaris menerima kuasa pengurusan permohonan hak 
atas tanah negara dari klien dan menerima pembayaran ke kas negara dan ternyata 
notaris tidak membayarkan uang yang ada padanya ke kas negara mengakibatkan 
klien menderita kerugian, maka notaris tersebutbertanggung gugat atas kerugian 
yang diderita oleh klien atas dasar telah melakukan perbuatan melanggar hukum. 












The study entitled "Notary's liability for not paying the release of the right to the 
State's treasury", by discussing the issue of notary's authority to make a deed of 
disposal of land rights and land rights application and whether the notary is 
accountable for the non-payment of BPHTB and money to the State Treasury, . 
The study used the approach of legislation and case approach, the following 
conclusions were obtained: The notary's authority made the deed of release of 
land rights and land rights application, that the disposal of land rights was carried 
out if the subjects requiring the land were not eligible to become the right holder 
the land required so that it can not be obtained by buying and selling and the 
holder of the land right is willing to relinquish the right to his land. Deed of 
disposal of rights is not evidenced by the deed made by and in the presence of 
PPAT, but made before a notary has the authority to make the deed of disposal of 
the land including the authority to make an authentic deed. Notary is liable for the 
non-payment of BPHTB and money to the State Treasury so as to prejudice the 
client, that the notary who receives the BPHTB payment due to the deed of 
disposal of the landrights, as part of his wewenanag, but if the notary receives the 
power of applying the state land rights from the client and receives payment to the 
state treasury and the notary does not pay money to the state treasury resulting in 
the client suffering losses, the notary is accountable for damages suffered by the 
client on the basis of having committed unlawful acts. 
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1.1. Kesimpulan  
1. Wewenang notaris membuat akta pelepasan hak atas tanah dan permohonan 
hak atas tanah, bahwa pelepasan hak atas tanah dilaksanakan apabila 
subyek yang memerlukan tanah tidak memenuhi syarat untuk menjadi 
pemegang hak atas tanah yang diperlukan sehingga tidak dapat diperoleh 
dengan jual beli dan pemegang hak atas tanah bersedia untuk melepaskan 
hak atas tanahnya. Akta pelepasan hak tidak dibuktikan dengan akta yang 
dibuat oleh dan di hadapan PPAT, melainkan dibuat di hadapan notaris 
mempunyai wewenang membuat akta pelepasan hak atas tanah termasuk 
kewenangan membuat akta otentik. 
2. Notaris bertanggung gugat atas tidak dibayarnya BPHTB dan uang ke Kas 
Negara sehingga merugikan penghadap, bahwa notaris yang menerima 
pembayaran BPHTB akibat pembuatan akta pelepasan hak atas tanah, 
sebagai bagian dari wewenangnya, namun jika notaris menerima kuasa 
pengurusan permohonan hak atas tanah negara dari penghadap dan 
menerima pembayaran ke kas negara dan ternyata notaris tidak 
membayarkan uang yang ada padanya ke kas negara mengakibatkan 
penghadap menderita kerugian, maka notaris tersebut bertanggung gugat 
atas kerugian yang diderita oleh penghadap atas dasar telah melakukan 




1. Wewenang notaris membuat akta pelepasan hak atas tanah sebagai bagian 
dari wewenangnya membuat akta pertanahan dan menerima penitipan 
pembayarandan BPHTB, namun jika notaris menerima kuasa mengajukan 
permohonan hak dan menerima pembayaran ke kas negara untuk dan atas 
nama penghadap, berarti notaris telah wangkap jabatan, untuk itu perlu 
diberikan sanksi etis. 
2. Hendaknya penghadap yang dirugikan oleh notaris dengan tidak 
dibayarnya uang ke kas negara atas permohonan hak berupa ganti kerugian 
atas dasar melanggar hukum, agar tidak mengulang perbuatannya dan 
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